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ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa lIzin
(Studi di Simalungun)

Dini Ramadani Sinaga
1806200255

Penegakan Hukum adalah Proses dilakukannya upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma Hukum secara nyata. Tindak Pidana dalam Pemakaian
Tanah tanpa Izin merupakan suatu perbuatan yang melanggar Hukum dengan
mengambil Hak orang lain menjadi miliknya. Seseorang yang menguasai
sebidang tanah tanpa memiliki alas hak dalam bentuk apapun, dimana di atas
tanah tersebut terdapat pemegang hak yang sah.Seperti Pemakaian Tanah Tanpa
Izin yang terjadi di Simalungun disebakan oleh Masyarakat itu sendiri, karena
Tanah yang dipakai Pelaku Pemakaian Tanah Tanpa lzin tersebut terjadi karen
Tanah yang sudah lama tidak digunakan dan dilihat oleh Pemiliknya, Sehingga
mengakibatkan orang lain membersihkannya dan Mengurus Tanah tersebut lalu
memanfaatkannya dengan menanam pepohonan yang dapat dijual.

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian adalah Yuridis empiris yang
menggunakan metode pengumpulan data dan wawancara. Penelitian yang
dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang diambil dari literature seperti
Jurnal, Undang-Undang, dan karya tulis lainnya serta dokumen-dokumen yang
terdapat di Polres Simalungun dalam kasus Tindak pidana pemakaian tanah tanpa
izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pertanyaan wawancara yang saya
lakukan kepada Juru Periksa (JUPER) di Polres Simalungun mengenai 3 Rumusan
Masalah yang ada di dalam Judul Skripsi saya. Dengan 5 (lima) pertanyaan dalam
setiap 1 (satu) rumusan masalah.

Berdasarkan hasil pemelitian yang dilakukan dengan di dukung oleh data
primer bahwa terdapat dasar hukum yang pasti menjamin memberikan penegakan
hukum terhadap pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun, dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Pemakaian
tanah tanpa izin. Yang mana apabila seseorang memakai Tanah Tanpa izin yang
berhak atau kuasanya yang sah akan dikenakan Undang-Undang tersebut. Dalam
Pasal 2 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Apabila melanggar
pasal tersebut maka akan dikenakan Denda sebesar Rp. 500.000 rupiah dan 3
bulan penjara.Penegakan hukum kepada lahan dengan luas lebih kurang 8000 M2
yang berada di Siarang Nagori Kel. Tanjung Saribu Kec. Dolok Pardamean
Kab.Simalungun.dan Penegakan hukum terhadap lahan lebih kurang 3 Ha (tiga
hektare) yang terletak di Huta Panopaan Nagori Girsang Kec. Girsang Sipangan
bolon Kab.Simalungun.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemakaian Tanah
Tanpa lzin
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Kepada Polres Simalungun yang telah mengizinkan saya untuk melakukan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas
hukum yang berlaku. Hukum yang sudah ditetapkan tidak dapat di rubah.Dengan
penegakan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian
hukum dalam kehidupan masyarakat. Selain itu Penegakan hukum terhadap tindak
pidana pemakaian tanah tanpa izin sangatlah penting untuk diketahui, seperti
penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin tepatnya
yang terjadi di Kabupaten Simalungun, masih sering masyarakat melakukan
Pemakaian Tanah Tanpa lzin salah satunya dengan membersihkan lahan
masyarakat yang mempunyai tanah dengan menanami tumbuh-tumbuhan.

Ketentuan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya
diatur oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1960. Undang-Undang ini kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1961. Dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin dinyatakan
bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana tetapi tidak selalu
harus dilakukan penuntutan pidana. Pasal 3 jo. Pasal 5 Undang-Undang ini dapat

dilakukan penyelesaian melalui cara lain dengan mengingat kepentingan pihak-



pihak yang bersangkutan dan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang
dipakai.t

Dalam Penguasaan atas tanah dimaknai sebagai kata “menguasai” fisik
bidang tanah dalam dalam tiga aspek, yaitu Yuridis, Perdata dan Publik.
Penjabaran terhadap pengertian penguasaan tanah dimaknai sebagai kata
“menguasai” fisik bidang tanah dalam tiga aspek, yaitu yuridis, perdata dan
publik 2.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam kebermanfaatannya untuk
masyarakat, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)
disebutkan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai olen Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”.Tanah yang di miliki seseorang wajib diketahui letak nya
dalam bukti yang jelas.’

Bagi Kehidupan Manusia Tanah adalah Peranan yang sangat penting bagi
kehidupan sehari-hari karena selama-lamanya manusia hidup di muka bumi akan
terdapat hubungan langsung dengan tanah.Pemegang hak atas tanah tidak dengan
sendirinya memiliki tanaman dan bangunan di atasnya.* Tanah dalam wilayah
Negara Republik Indonesia merupakan sumber daya alam utama, yang selain

mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi

!| Gede Surata.2016. Reformasi Hukum Agraria Bagi Petani Indonesia. Malang: Media
Nusa Creative, Halaman 206.

’Rahmat Ramadhani. 2019. Dasar-Dasar Hukum Agraria. Medan: Pustaka Prima.
Halaman 32-33.

¥ Rahmat Ramadhani, “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat
Hak Atas Tanah”,De lega lata: Jurnal IImu Hukum, Vol.2, No.1, Juni 2017, Halaman 148.

* Rahmat Ramadhani. 2018.Buku Ajar: Hukum Agraria (Suatu Penghantar),Medan:
UMSU Press, halaman 44.



sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara dan rakyat yang makin
beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya
dengan dunia Inernasional.’

Kepemilikan bangunan yang dibangun diatas tanah hak milik orang lain
didasarkan atas perjanjian antara pemegang hak atas tanah (hak utama/primer)
dengan pemegang hak atas tanah (pemilik hak yang belakangan/pemegang hak
sekunder), dimana perjanjian tersebut melahirkan berbagai hak atas tanah
terhadap bangunan itu.’

Mengambil hak orang lain itu akan dapat kesengsaraan di hari kiamat.
Sebagaimana hadits Nabi Muhammad: “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah
bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke
dalam tujuh lapis bumi.” (HR Bukhari).

Dalam Islam memakai tanah tanpa izin pemilik sangat dilarang karena telah
mengambil hak orang lain atau mengambil harta orang lain seperti yang dijelaskan
pada Surah Al-Bagarah ayat 188.

Allah Subhanahu Wa’taala berfirman dalam Surat Al-Bagarah ayat 188

sebagai berikut;

S el (e 8 13RI &L ) L 130885 Jllally i &0l 15KE Y
G 21

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(Jjanganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan

*lhamdi.Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Perusahaan Di Kawasan Industri Di
Indonesia.De Lega Lata: Jurnal llmu Hukum, Volume I, Nomor 2.Juli-Desember 2016. Halaman
331

® Rahmat Ramadhani, “Kontruksi Hukum Kepemilikan Bangunan Di Atas Tanah Hak
Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Tranfer (Bot)”, Jurnal
EduTech,Vol.4,No.1, Maret 2018, Halaman 21-22.



maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan
dosa, padahal kamu mengetahui.”’

Bagi Masyarakat tanah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari selama
hidup di Dunia, karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting.
Pemakaian Tanah Tanpa lzin yang berada di Kabupaten Simalungun bukan hanya
terdapat di satu wilayahyaitu di Nagori Girsang Kec.Girsang, tetapi terdapat juga
di Huta V Tanjung saribu Kel.Dolok Saribu Kec.Dolok Pardamean
Kab.Simalungun yang dimana kasus pemakaian tanah tanpa izin tersebut berbeda
kronologisnya dengan pemakaian tanah tanpa izin yang berada di Nagori Girsang.
Lahan yang dipakai dalam Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berada di Nagori
Girsang dimiliki Rosdiana Rouli Sibarani, dimana lahan nya diberdirikan
bangunan dan ditanami tanaman seperti kopi, coklat dan lada yang dikerjakan
oleh Ringgas Sinaga tanpa sepengetahuan yang mempunyai lahan tesebut. Akibat
dari Ringgas Sinaga memakai tanah tanpa izin tersebut maka yang mempunyai
lahan tidakdapat mengerjakan lahan tanah miliknya tersebut.

Berbeda dengan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang berada di Huta V
Tanjung saribu Kel.Dolok Saribu Kec.Dolok Pardamean Kab.Simalungun
Pemakaian tanah tanpa izin yang dikerjakan di lahan orang tuanya sendiri. Sejak
tahun 2012 sudah dikuasai pemakaian tanah tanpa izin tersebut.Lahan tersebut
sebesar kurang lebih 8000 M2.

Peneliti mengambil judul ini karena menganggap bahwasanya ada

permasalahan-permasalahn pemakaian tanah tanpa izin yang terdapat pada

" Andrian Saputra https://www.republika.co.id/berita/r2uytq320/mengapa-muslim-

dilarang-mengambil-hak-orang-lain, diakses pada tanggal 28 Juli 2022, Pukul 15:42 WIB.



https://www.republika.co.id/berita/r2uytq320/mengapa-muslim-dilarang-mengambil-hak-orang-lain
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Masyarakat di Kabupaten Simalungun dengan mengambil hak orang lain tanpa
izin dari pemilik tanah yang di pakai.

Berdasarkan penerapan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya kedalam bentuk skripsi hukum,
dengan judul :Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah
Tanpa Izin (Studi di Simalungun)

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan
penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait
beberapa hal, sebagai berikut:

a. Bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana Pemakian Tanah tanpa Izin di

Kabupaten Simalungun?

b. Bagaimana Penyelesaian atau Solusi Terhadap Tindak Pidana Pemakaian

Tanah tanpa 1zin?

c. Apa Faktor yang menjadi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak

Pidana Pemakaian Tanah Tanpa lzin di Kabupaten Simalungun?

2. Faedah Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai
berikut:

a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan mempekarya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa lzin.



b. Dari sisi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan
sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak
hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang
berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian
Tanah Tanpa lzin.

B. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dapat diuraikan

untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Modus Operandi Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa
Izin di Kabupaten Simalungun.

2. Untuk mengetahuiterkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemakaian Tanah
Tanpa lzin.

3. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum
Pemakaian Tanah Tanah Tanpa lIzin di Kabupaten Simalungun.

C. Definisi Operasional
Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel yang secara konsektual

digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum; yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah Proses
dilakukannya upaya untuk tegaknya Peraturan Hukum yang berlaku pada
Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa lzin yang berada di Kabupaten

Simalungun agar member Hukuman kepada Pelaku pemakaian tanah tanpa



izin serta memberikan solusi agar tidak melakukan pemakaian tanah tanpa izin
yang berada di Simalungun.

2. Tindak Pidana; yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah Perbuatan yang
dilakukan oleh Pelaku tersebut wajib untuk mendapatkan hukuman Pidana
atas apa yang dilakukannya karena sudah melakukan kejahatan kriminal yaitu
mengambil hak orang lain, maka dari itu wajib untuk dipidana. Tindak pidana
atau disebut juga dengan delik adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk
dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

3. Pemakaian Tanah Tanpa Izin; Yang dimaksud Pemakaian Tanah Tanpa lzin
Dalam Penelitian ini adalah Suatu Perbuatan yang melawan Hukum, dalam
mengambil hak orang lain yang tanpa izin dengan sewenang-wenangnya atau
memakai tanah untuk menanami tanaman sayur-sayuran tanpa sepengetahuan
Pemilik Tanah/Lahan yang merupakan suatu perbuatan kejahatan.

4. Kabupaten Simalungun; Yang di maksud dengan Kabupaten Simalungun
dalam Penelitian ini adalah dimana lokasi Peneliti melakukan Proses
penelitian terhadap Judul Skripsi yang menjadi Objek Penelitian dalam
Pemakaian Tanah Tanpa lzin. Dimana kasus pemakaian tanah tanpa izin
tersebut tepatnya berada di Kabupaten Simalungun.

D. Keaslian Penelitian
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah tanpa lzin

layak untuk dikaji. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-

peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penegakan Hukum Terhadap

Tindak Pidana Pemakaian Tanah tanpa Izin. Namun berdasarkan bahan



kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun

penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara dan Perguruan tinggi lainnya. Penulis tidak menemukan Penulisan yang

sama dengan Judul Penulis teliti terkait “Penegakan Hukum Terhadap Tindak

Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin (Studi di Polres Simalungun)”.

Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti
sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati.Berikut uraian terkait karya
tulis yang mendekati atau hampir mendekati Penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Mistar, NPM 08071019061 Mahasiswa Fakultas Hukum ,Universitas
Jember, Tahun 2014 yang berjudul “Analisis Yuridis Pemidanaan Dalam
Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Putusan Nomor
02/Pid.R/2014/PN.Bdw)” Dalam penelitian ini, memaparkan tentang Analisis
Yuridis mengenai tindak pidana penyerobotan tanah. Jika dibandingkan
dengan judul yang saya angkat dalam peneliatan ini jelas berbeda dari jenis
penelitian  locus dan tempus. Dalam penelitian ini menggunakan jenis
penelitian yuridis normatif yang berlokasi di Pengadilan Bondowoso dan
Jadwal Penelitian ini pada tahun 2014, sedangkan penelitian yang saya angkat
menggunakan jenis penelitian empiris yang berlokasi di Kabupaten
Simalungun dan jadwal Penelitian saya pada tahun 2022. Serta peneliti fokus
mengkaji Penyerobotan Tanah yang terjadi, dan mencari upaya hukum lain
terhadap penyerobotan tanah dibandingkan dengan Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana Pemakian Tanah Tanpa lzin di Kabupaten

Simalungun.



2. Tesis, Irene Putri Kartika Sari Siregar, NPM 117005074 Mahasiswi Program
Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
Tahun 2015 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Tanah
Yang di Kuasai Orang lain Tanpa Hak dalam Peraturan Perundang-
undangan”, Dalam penelitian sdr Irene Putri Kartika Sari Siregar, memaparkan
sebuah kajian dalam Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penguasaan Tanah.
Jika dibandingkan dengan judul yang saya angkat jelas berbeda dari jenis
penelitian Locus dan Tempus. Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian
Normatif dan berdasarkan Undang-undang. Dan Jadwal Penelitian nya pada
tahun 2015. Sedangkan penelitian yang saya angkat menggunakan penelitian
empiris yang berlokasi di Kabupaten Simalungun dan Jadwal penelitian saya
pada tahun 2022. Yang memfokuskan membahas tentang Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa lzin. dengan
mengemukakan bagaimana Penegakan Hukum yang diberikan terhadap
Pemakaian Tanah tanpa lzin yang terjadi di kabupaten simalungun.
Berdasarkan Penelitian yang diangkat menjadi Judul Skripsi, sebelumnya

berbeda dengan Penelitian diatas. Seperti Locus dan Tempus. Lokasi Penelitian

yang dilakukan Peneliti berada di Kabupaten Simalungun Pada tanggal 17 Juli

2022 melakukan penelitian secara wawancara di Polres Simalungun. sedangkan

Skripsi di atas melakukakan penelitian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Bandung, Pada tahun 2014. Tesis yang terdapat diatas juga berbeda pada Skripsi

Peneliti, Tesis di atas melakukan kajian secara Normativ dan berdasarkan dengan

Undang-Undang, yang dilakukan pada tahun 2015.
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E. Metode Penelitian
Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah
dan memiliki tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu
penelitian.Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode
atau tahapan kegiatan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan
kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu
permasalan yang dihadapi. Metode penelitian bertujuan untuk memberikan
penjelasan cara penelitian itu dilakukan supaya mendapatkan hasil yang bagus.®
Suatu Penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode
penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu
kebenaran secara sistematis,motodologis dan konsisten.’
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Hukum Empiris dengan menggunkan
Pendekatan Sosiologis (Sosiologis empiris). Sosiologis Empiris adalah Penelitian
yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik
perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun prilaku nyata yang
dilakukan melalui pengamat langsung.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah Pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan kasus (case

approach).Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan

® |da Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka
Prima, Halaman 19.

% Taufik Hidayat Lubis dan Ismail Koto, “Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik”,De Lega Lata,
Vol.5.No.2.Desember 2020,Halaman 234
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dengan menggunakan legislasi dan regulasi.'® Sedangkan Pendekatan kasus (case
approach) yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio recidendi, yaitu alas an-
alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai kepada putusannya.**
2. Sifat Penelitian
Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan
keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan
bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum
tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.
Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang semata-mata hanya melukiskan
keadaan obyek atau  peristiwanya tanpa suatu  maksud  untuk
mengambilkesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.*?
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian
hukum terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran (Al-Bagarah
ayat:188) dan Hadist (Sunah Rasul )Bahwa dalam penelitian ini penulis
mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur’an sebagai dasar mengkaji serta
menganalisa permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Primer adalah Data yang diperolen dari Data Lapangan di Polres
Simalungun. yang menggunakan Data wawancara tertulis dan Dokumen kasus

di Kepolisian Simalungun.

peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta:Prenadamedia Group,
halaman 138

1bid., Halaman 158

'2 |da Hanifah, dkk, Op.Cit., halaman 20.
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c. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi,
publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan
komentar-komentar atas putus pengadilan.** Data Sekunder yang digunakan
dalam penulisan penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, Dalam Penelitian ini yaitu;
- Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5 tahun 1960
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 167(KUHP)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun

1960 Bahan hukum

- Dokumen berkas yang terdapat di Polres Simalungun

2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum
sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang
terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, Dokumen
berkas dalam Penelitia yang berada di Polres Simalungun.

3) Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah
bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum

atau Kamus Ensiklopedia atau kamus besar bahasa Indonesia, internet

L31bid., Halaman 20
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untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit
diartikan.**
4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Studi lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan metode wawancara

tertulis kepada narasumber yaitu Bapak Briptu Pandu Pratama Sinaga SH.,MH
selaku Juru Periksa (JUPER) di Polres Simalungun secara langsung yang
berkaitan dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Kepolisian di Polres
Simalungun. guna menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian yang
dimaksud.

. Studi kepustakaan libraryresearch yang dilakukan dengan dua cara, yaitu
Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan library research secara
langsung dengan mengunjungi took-toko buku, perpustakaan, guna
menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya
dengan cara Online; yaitu studi kepustakaan library research yang dilakukan
dengan cara searching melalui media Internet guna menghimpun data
sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin

5. Analisis Data

Analisis Data yang dilakukan dalam Penelitian Kualitatif. Penelitian

Kualitatif menurut Koentjaraningrat adalah Penelitian bidang kemanusiaan

% 1bid.,Halaman 21.
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dengan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menjelaskan,
menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta, serta hubungan-hubungan antara fakta

alam, masyarakat, dan perilaku manusia untuk menemukan pengetahuan terbaru.

15

> Muhammad Rizal Pahleviannur.2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradina
Pustaka Grup, Halaman 9



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum
1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide serta
konsep-konsep hukum menjadikan kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide serta
konsep-konsep itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Selain itu
Penegakan hukum juga diartikan sebagai kegiatan penyelesaian hubungan antara
nilai dan sikap terhadap tindakan yang diwujudkan dalam norma-norma yang
stabil sebagai langkah terakhir dari rangkaian transformasi nilai  untuk
menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang damai.

Hukum harus dilihat sebagai tanda yang dapat diamati dalam masyarakat,
terutama dalam perilaku warga negara. Artinya perlu diperhatikan hubungan
antara hukum dengan unsur-unsur di luar hukum lainnya, terutama nilai dan sikap
serta pandangan masyarakat. Inilah yang selanjutnya disebut sebagai budaya
hukum. Faktor non-hukum, termasuk budaya hukum, membedakan penegakan
hukum dari satu komunitas ke komunitas lainnya.

Penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu
menerapkan hukum pada suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis
lurus dalam bagian 2 (dua) titik, dalam ilmu hukum dengan melakukan seperti itu
dikatakan sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakan hukum
menjadi aktivitas menjadi supsumptie otomat ( anggapan yang menyimpulkan dari
premis mayor ke premis minor, premis mayornya adalah undang-undang, premis

minornya adalah; peristiwa konkret, kasus atau konflik, sedangkan konklusi/

74
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kesimpulan yang logis adalah keputusannya). Namun penegakan hukum dilihat
sebagai variabel yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing
diterapkan hukum tersebut, sehingga menjadi tampak sederhana. Dalam
kenyataanya penegakan hukum mengandung suatu pilihan dan kemungkinan,
karena dihadapkan pada kenyataan yang kompleks.

Penegakan hukum bukanlah proses yang murni logis, melainkan penuh
dengan keterlibatan manusia. Ketika faktor manusia dimasukkan, penegakan
hukum menjadi berlebihan secara perilaku dengan semua faktor yang
menyertainya. Penegakan hukum bukan lagi hasil pendidikan logika, melainkan
keputusan. Oleh karena itu, kinerja penegakan hukum mungkin tidak hanya
didasarkan pada prediksi logis, tetapi juga pada prediksi yang tidak sesuai dengan
logika.'®

Penegakan hukum vyang konsisten dan terpadu sangat penting bagi
terwujudnya pilar-pilar kadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan
kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokratisasi.
Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang
baik,sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut
berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, kepastian hukum juga
sangat diperlukan bagi kalangan usaha dalam berinvestasi dalam suatu negara.
Sebab tanpa adanya kepastian hukum, maka risiko berusaha tidak dapat diprediksi

sehingga dapat menurunkan iklim investasi akan memperkecil lapangan kerja baru

16 Abintoro Prakoso.2017. Sosiologi Hukum. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, halaman
226.
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bagi masyarakat, sehingga akan terjadi banyak pengangguran yang berpotensi
menimbulkan ancaman dan gangguan bagi keamanan.

Selanjutnya, penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga akan
membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat
mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah
tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan
apratur penegak hukum, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga
penegak hukum akan menguat. Sebaliknya bila terjadi inkonsistensi dan
ketidakterpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa
dalam proses penegakan hukum terjadi tarik menarik kepentingan, sehingga
kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah. Implikasinya, hal ini akan
melemahkan budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat.

Pemerintah, khususnya apratur penegakan hukum, harus menjalankan
proses penegakan hukum dengan tegas, konsisten dan terpadu agar mampu
menghasilkan penegakan hukum berkeadilan, memberikan kepastian hukum yang
demikian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan
efek jera, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara/
rakyat serta dampak positif lainnya.*’

2. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum

Penegakan hukum mempunyai sasaran dan tujuan tertentu , antara lain

dapat berupa orang-orang secara jelas dan nyata melakukan perbuatan yang

melawan hukum, yang berupa perbuatan hukum itu sendiri, bahkan seperti aparat

"Bambang Waluyo.2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan
Optimalisasi).Jakarta Timur: Sinar Grafika, Halaman 60.
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negara sebagai penegak hukum. Hukum juga mempunyai Sistem mekanisme
tersendiri yang terjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil. Sistem
bekerjanya hukum tersebut merupakan bagian dari bentuk-bentuk penegakan
hukum, yaitu antara lain:*®
1. Pre-Emtif;
Yang dimaksud dengan Pre-Emtif adalah Memprediksi kemungkinan
terjadinya praktik biokrasi yang dipandang efisien, serta dapat menimbulkan
proses panjang.
2. Preventif;
Yang dimaksud dengan Preventif adalah mencegah kemungkinan terjadinya
praktik birokrasi yang dipandang inefisien dan inefektif, menimbulkan proses
panjang membuka peluang KKN. Dan lainnya melalui perubahan mind set
atau culture set.
3. Persuasif;
Melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi, seperti melalui sosialisasi,
public campaign, intemalisasi, membangun kesadaran, dan komitmen
individual.
3. Penegakan Hukum di Bidang Pertanahan
Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia, yang dalam kehodupan
manusia mempunyai arti sangat penting. Karena sebagian besar dari kehidupan
manusia salah satunya bergantung terhadap tanah yang di pakai selama hidup di

muka bumi. Tidak saja untuk tempat tinggal, tempat bertani, tetapi tanah juga

81bid., Halaman 155
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dipaka segai jaminan untuk mendapatkan pinjaman perbankan untuk keperluan
jual beli dan sewa-menyewa.™

Dalam pembahasan tentang Hukum Agraria, maka sangat jelas bahwa
Hukum Agraria itu sendiri berasal dari Hukum adat sebagai suatu hukum materil
dalam sistem hukum Indonesia yang kemudian dikosifikasikn sebagai upaya unuk
menciptakan kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yanh ada pada masyarakat.
Dalam sengketa-sengketa agrarian, tidak hanya mempermasalahkan sengketa
antar individu belaka, melainkan juga mempermasalahkan snegketa anatara
individu dengan Pejabat public, individu dengan public, atau bahkan juga
melibatkan masyarakat hukum adat.

Pada hakikatnya, kalau berbicara tentang Agraria dalam arti luas, semua
merupakan hak penguasaan absolute dari negaram kecuali tanah itu sendiri, yang
sifat penguasaannya adalah relative selama tidak bertentangan dengan fungsi
sosial. Oleh karena itu kompleksitas yang dimiliki oleh hukum agrarian ini
sendiri, maka muncullah isu-isu akan dibentuknya suatu peradilan khusus
dibidang agrarian untuk menciptakan suatu efektivitas dan efisiensi dalam
penegakan hukum di bidang agrarian, demi terwujudnya suatu ra